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I. Hukum Tata Usaha Pengadilan Setempat
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Jika tidak puas dengan hasil keputusan ini, dengan alasan bertantangan
dengan hukum yang berlaku/semula, Setidak- tidaknya dalam waktu 20 hari
yang bersangkutan bisa menga jukan perhomonan banding kepegadilan dengan
melampirkan surat keterangan yang jelas mengenai prihal hukum yang
bertentangan(menlampirkan surat bukti yang jelas mengenai perihal yang
dianggap bertentangan dengan keputusan awal, atau fakta spesifik,
sebagaimana diungkapkan oleh materi litigasi, yang dapat mengarah pada
temuan bahwa putusan semula bertentangan dengan undang-undang dan
peraturan). Bagi yang belum melampirkan surat bukti, boleh menambahkannya
dalam waktu 20 hari setelah permohonan banding (surat permohonan banding
dan surat bukti permohonan banding harus disesuaikan dengan jumlah pihak
yang bersangutan), dan membayar biaya permohonan banding sebesar NTD 3000;
bila tidak menambahkan surat permohonan banding, maka permohonan banding
akan ditolak.
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302\Men01ak keputusan (peraturan umum)
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Bila tidak puas dengan hasil keputusan, maka dalam waktu 10 hari setelah

penerimaan surat putusan boleh mengajukan surat penolakan ke pengadilan

untuk menolak hasil keputusan
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303\Menolak keputusan |(Ketentuan keputusan pemohon)
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Jika tidak puas dengan keputusan ini maka boleh mengajukan surat menolak

keputusan dalam waktu b hari setelah menerima surat keputusan.

(melampirkan surat bukti penolakan)
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Putusan ini tidak ada penolakan.
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Tidak ada keberatan yang diajukan
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II. Hukum Tata Usaha Pengadilan tinggi
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- ~Jika tidak puas dengan hasil keputusan ini, dalam waktu 20 hari setelah
penerimaan surat keputusan boleh menga jukan permohonan surat banding
ke pengadilan dengan melampirkan surat bukti naik banding, Pemohon
bisa menga jukan permohonan banding setelah menerima hasil keputusan
dan melampirkan surat bukti yang jelas dalam waktu 20 hari setelah
penerimaan surat putusan (jumlah surat bukti yang dilampirkan harus
sesual dengan jumlah pihak yang bersangutan)
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= ~Pada saat permohonan banding bisa diwakili oleh pengacara sebagai
pendamping dengan melampirkan surat kuasa sesuai(Undang-undang
administrasi pasal: 241-1, ayat 1 bagian depan)
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= ~ Bilamemenuhi syarat dibawah ini boleh tidak diwakili oleh pengacara.
(pasal yang sama tetapi dibagian ayat 1 dan ayat 2)
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Persyaratan pokok yang harus dipenuhi

Ketentuan yang
boleh tidak
diwakili oleh

pengacara
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(1) Memenuhi lainnya yang memenuhi syarat sebagai

salah satu syarat
di sebelah kanan
1ni, tidak perlu
diwakili oleh

pengacara, pengacara, dosen Universitas
ataupun dosen penguruan tinggi lainnya yang
diakui oleh department pendidikan
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pengacara € R R ﬁ o

2.Persyaratan administrasi perpajakan,
pihak pemohon banding ataupun kuasa hukunya
memiliki sertifakat akuntansi.
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3. Persyaratan administrasi hak
profesional, pihak pemohon banding atapun
kuasa hukunya harus memenuhi syarat
sebagai ahli hak professional ataupun
perwakilan dari hak professional yang
diakui oleh hukum
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bukan 2. Persyaratan administrasi perpajakan,
pengacara, memiliki kualifikasi akuntasi
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pengadilan 3. Untuk administrasi hak professional/Hak
admnistrasi paten, memiliki 1jin ahli hak professional
tertinggi ataupun memiliki profisi yang memenuhi
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4. Apabila pemohon banding adalah pihak
autoritas pusat ataupun pihak pemerintah




setempat, atau tidak dari perkumpulan pihak
hukum, pihak tersebut melaksanakan tugas
hukum, menangani masalah hukum, prihal
hukum, petisi, atau bisnis yang terkait
dengan litigasi.
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Kepatuhan terhadap persyaratan (- ) dan (= ) merupakan
pengecualian terhadap kuasa hukum yang ditentukan. Pemohon
banding harus menjelaskannya pada saat permohonan naik banding
atau diwakili dengan menyerahkan salinan dokumen atau fotokopi
surat bukti yang ditunjukkan pada persyaratan (= ).
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Tidak naik banding
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Jika tidak puas dengan hasil keputusan, diharapkan mengajukan surat
penolakan keputusan ke pengadilan dalam waktu 10 hari setelah penerimaan

surat putusan (jumlah surat yang dilampirkan harus berdasarkan jumlah

pihak yang bersangkutan)
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Tidak menolak keputusan.
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Tidak keberatan dengan keputusan




